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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan 
tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) 
dengan variabe moderator akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, 
transparansi kebijakan publik, dan komitmen organisasi. 
Objek penelitian ini adalah DPRD Kabupaten Sukoharjo. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh  anggota dewan DPRD Kabupaten Sukoharjo. 
Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dewan DPRD Kabupaten 
Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh dalam pemilihan 
sampel. Alat analisis yang digunakan meliputi analisis regresi linier  berganda, 
statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji 
multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linier berganda, uji R square, 
uji F, dan uji t. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, pengetahuan 
dewan terhadap anggaran, pengetahuan dewan terhadap anggaran dengan 
akuntabilitas, pengetahuan dewan terhadap anggaran dengan transparansi 
kebijakan publik, pengetahuan dewan terhadap anggaran dengan komitmen 
organisasi berpengaruh signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan 
daerah (APBD), sedangkan pengetahuan dewan terhadap anggaran dengan 
partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan dewan 
pada keuangan daerah (APBD) 
Kata kunci: Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Pengawasan Dewan Pada 
Keuangan Daerah, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi 








A. Latar Belakang  
 
UU No.32 dan 33 Tahun 2004 merupakan tonggak awal 
pelaksanaan otonomi daerah dan proses awal terjadinya reformasi 
penganggaran keuangan daerah di Indonesia (Coryanata, 2007) dalam 
(Utomo, 2011). Reformasi tersebut juga telah membawa perubahan dalam 
hubungan tata kelola pemerintahan dan hubungan keuangan, serta 
membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran daerah. 
Perubahan tersebut adalah perubahan pertanggungjawaban Pemerintah 
Daerah dari tanggungjawab vertikal (kepada Pemerintah Pusat) terhadap 
tanggungjawab horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD) sehingga 
akan menjadi lebih jelas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan (Dewi, 
2011). Reformasi juga telah memberikan perubahan didalam sistem 
politik, ekonomi, sosial, serta kemasyarakatan, sehingga menimbulkan 
tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. 
Pada UU No.33 pasal 1 (2) menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana yang 
dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia. 
Berlakunya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah serta 
Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban  Pengawasan  Keuangan  Daerah  
tersebut juga  memberikan  dampak  positif  terhadap kedudukan,  fungsi  
dan  hak-hak  DPRD, dimana  anggota  DPRD  atau  yang  sering  disebut  
dewan  akan  lebih  aktif  dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. 
Selain itu, adanya otonomi daerah merupakan tuntutan  bagi  pemerintah  
daerah dalam menciptakan  good governance yaitu dengan mengutamakan 
akuntabilitas dan transparansi. Menurut Pramita dan Andriyani (2010) 
Otonomi yang luas, nyata, bertanggungjawab akan membawa perubahan 
pada pola dan sistem pengawasan dan pemeriksaan. Tujuan dilakukannya 
pengawasan oleh dewan adalah agar uang rakyat dapat dikelola seoptimal 
mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya struktur tetapi 
mekanisme aturan main yang disepakati untuk bekerjanya sistem 
pengawasan. 
Fungsi pengawasan keuangan daerah akan semakin kuat dengan 
adanya optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang bagi 
eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat secara langsung atau pun tidak 
langsung. Pengetahuan anggota DPRD yang luas mengenai anggaran 
pemerintah akan menghasilkan pengawasan keuangan daerah yang baik 
serta dapat berfungsi untuk mendeteksi terjadinya pemborosan ataupun 
kebocoran anggaran. 
Dengan adanya perbedaan hasil dari beberapa penelitian 
sebelumnya maka peneliti tertarik untuk menguji kembali penelitian dari 
permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan Pengembangan dari 
penelitian sebelumnya yang dilakukan Juliastuti (2010) yang meneliti 
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tentang Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan 
Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan 
Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Perbedaan 
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian 
yaitu dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terletak pada 
DPRD Kota di Provinsi Sumatera Barat, sedangkan penelitian ini 
mengambil obyek penelitian di DPRD Kabupaten Sukoharjo. Perbedaan 
lainnya terletak pada variabel, jika penelitian sebelumnya menggunakan 
Tiga Variabel (Akuntabilitas, Transparansi Kebijakan Publik, Partisipasi 
Masyarakat). Penelitian ini menambah variabel yaitu Komitmen 
Organisasi sehingga variabel dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas, 
Transparansi Kebijakan Publik, Partisipasi Masyarakat dan Komitmen 
Organisasi. 
Berdasarkan latar belakang masalah serta beberapa penelitian yang 
telah dilakukan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang 
Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah 
(APBD) di DPRD Kabupaten Sukoharjo”. 
 
B. Rumusan Masalah  
1. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap 
pengawasan dewan pada keuangan daerah(APBD)? 
2. Apakah akuntabilitas mempengaruhi hubungan antara pengetahuan 
dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan 
daerah(APBD)? 
3. Apakah partisipasi masyarakat mempengaruhi hubungan antara 
pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada 
keuangan daerah (APBD)? 
4. Apakah transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara 
pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada 
keuangan daerah(APBD)? 
5. Apakah  komitmen  organisasi  mempengaruhi  hubungan  antara  
pengetahuan  dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada 
keuangan daerah (APBD)? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap 
pengawasan dewan pada keuangan daerah(APBD). 
2. Mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap hubungan antara 
pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengaswasan dewan 
pada keuangan daerah(APBD). 
3. Mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara 
pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada 
keuangan daerah (APBD). 
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4. Mengetahui pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap 
hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan 
pengawasan dewan pada keuangan daerah(APBD). 
5. Mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan antara 
pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada 
keuangan daerah(APBD). 
 
D. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Teori Peran 
Menurut Ralph Linton (1936) dalam Dewi (2011) peran merupakan 
aspek yang dinamis dari suatu status, status memiliki peran yang 
melekat dalam diri masyarakat. Status merupakan suatu kumpulan hak 
dan kewajiban yang diharapkan. Peran berfungsi untuk membedakan 
perilaku dari orang yang menduduki suatu posisi organisasi dan 
berfungsi untuk mempersatukan kelompok yang ada dalam organisasi 
dengan melengkapi spesialisasi dan fungsi koordinasi (Siegel dan 
Helena, 1989) dalam (Dewi, 2011). Peran  anggota  DPRD disesuaikan  
berdasarkan  fungsi  yang dilaksanakannya, adapun beberapa fungsi 
tersebut yaitu fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi 
pengawasan. Dalam peranannya sebagai pengawasan  keuangan  
daearah (APBD)  anggota DPRD harus memastikan  apakah  
pelaksanaan  keuangan  daerah (APBD)  sudah  sesuai  dengan  
peraturan  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya  secara  
efektif  dan  efisien. Dalam pengawasan  keuangan  daerah peran 
anggota DPRD sangatlah  penting, hal ini dikarenakan maksimalnya 
pengawasan  keuangan daerah diharapkan dapat mewujudkan 
pemerintahan yang  transparan, akuntabel, dan efektif. 
2. Teori Kontijensi 
Menurut Govindarajan (1986) dalam Arifin (2012) teori kontijensi 
diperlukan untuk merekonsiliasi temuan penelitian yang saling 
bertentangan dengan mengevaluasi faktor-faktor kondisional. Sehingga 
didalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori kontijensi saat 
menghubungkan pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran 
dengan pengwasan dewan terhadap keuangan daerah (APBD). 
3. Konsep Anggaran Sektor Publik 
Mardiasmo, (2002) dalam Setyawati (2010) menyatakan bahwa 
anggaran merupakan suatu pernyataan mengenai perkiraan kinerja 
yang hendak dicapai dalam periode tertentu dan dinyatakan dalam 
ukuran financial. Sedangkan menurut Anthony dan Govindarajan 
(2005:90) dalam Pramesthiningtyas (2011) anggaran merupakan 
rencana keuangan yang biasanya mencakup periode satu tahun serta 
merupakan suatu perencanaan jangka pendek dan pengendalian dalam 
organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu 
perencanaan atau perkiraan keuangan untuk melaksanakan kegiatan 
dimasa mendatang yang diungkapkan dalam ukuran formal dalam 
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satuan moneter untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam 
jangka waktu tertentu atau satu tahun.  
4. Pengertian keuangan daerah 
Keuangan daerah menurut pasal 1 ayat (5) PP.No.58 tahun 2005 
adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka 
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 
dan segala sesuatu yang berupa uang termasuk didalamnya segala 
bentuk kekayaan ataupun barang yang dapat dijadikan milik daerah 
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah 
tersebut. Menurut Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  58  Tahun  2005  
tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah  yaitu  Anggaran  Pendapatan  
dan  Belanja  Daerah  yang  selanjutnya disingkat  APBD  adalah  
rencana  keuangan  tahunan  pemerintahan  daerah  yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan 
dengan  peraturan  daerah. Pengelolaan keuangan  daerah  merupakan 
keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  
penatausahaan, pelaporan,  pertanggungjawaban  dan  pengawasan  
keuangan  daerah (APBD). Sehingga didalam pengelolaannya 
keuangan daerah harus efisien, efektif serta bertanggungjawab dengan 
memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat 
yang diwujudkan dalam APBD.  
5. Pengawasan Keuangan Daerah 
Menurut Halim (2002:146), pengertian pengawasan  APBD  
dirumuskan  sebagai  berikut, Pengawasan  APBD  adalah  segala  
kegiatan  untuk menjamin  agar pengumpulan  pendapatan-pendapatan 
daerah. Dan pembelajaan pengeluaran pengeluaran  daerah  yang  
berjalan  sesuai  dengan rencana,  aturan-aturan,  dan  tujuan  yang  
telah ditetapkan.  
6. Pengetahuan Dewan tentang anggaran 
Sopanah (2003) dalam Setyawati (2010) menyatakan bahwa 
apabila anggota dewan memiliki kemampuan yang baik didalam 
penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik serta memiliki 
pengetahuan yang baik didalam penyelenggaraan pemerintah maka 
DPRD akan mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara 
efektif dan proporsional. Sehingga pengetahuan yang dapat menunjang 
anggota dewan dalam hal pengawasan keuangan daerah adalah 
pengetahuan dalam bidang keuangan dan anggaran. 
7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Anggota Dewan 
Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) 
A. Akuntabilitas Publik 
Akuntabilitas publik merupakan kewajiban yang harus 
dilakukan oleh pihak pemegang saham untuk melaksanakan 
pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala 
kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi 
amanah yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban 
tersebut (Mardiasmo, 2002:20) dalam Pramita dan Lilik (2010). 
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B. Partisipasi Masyarakat 
Coryanata (2007) menyebutkan bahwa partisipasi 
masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi 
daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan 
dan aspirasi. Menurut Sopanah (2003) dalam Werimon (2005) 
partisipasi masyarakat merupakan pernyataan atau persepsi 
masyarakat dalam setiap aktivitas penganggaran yang dilakukan 
DPRD mulai dari penyusunan arah dan kebijakan, penentuan 
strategi dan prioritas serta advokasi anggaran dan masyarakat 
terlibat dalam pengawasan anggaran pelalui pemantauan 
pelaksanaan pembangunan. 
C. Transparansi Kebijakan Publik 
Transparansi pubik merupakan prinsip yang menjamin akses atau 
kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang 
penyelenggaraan pemerintah yakni informasi tentang kebijakan, 
proses pembuatan dan peklaksanaannya, serta hasil-hasil yang 
dicapai (Pramita dan Andriyani, 2010). Menurut  Mardiasmo  
(2002:105) dalam Dewi (2011) transparansi diartikan sebagai 
berikut bahwa anggota  masyarakat  memiliki  hak  dan  akses  
yang sama  untuk  mengetahui  proses  anggaran  karena 
menyangkut  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat, terutama 
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.  
D. Komitmen Organisasi 
Komitmen merupakan perjanjian atau keterikatan untuk melakukan 
yang terbaik dalam organisasi atau kelompok. Komitmen  
organisasi  merupakan  sebuah  dimensi  sikap positif  karyawan 
yang  dapat  dihubungkan  dengan  kinerja  (Ahmad dan Fatima,  
2008 dalam Nurcahyani, 2010).  Komitmen  organisasi  
didefinisikan  sebagai  tingkat keterikatan perasaan dan 
kepercayaan terhadap organisasi tempat mereka bekerja (Ahmad 




8. Kerangka Pemikiran 
 
Berdasarkan landasan teori diatas dapat digambarkan kerangka teori  





















9. Penelitian Sebelumnya dan Pengembangan Hipotesis  
Penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan 
penelitian ini sebagai berikut : 
Penelitian yang dilakukan Juliastuti (2013) mengenai Pengaruh 
Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan 
Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran 
Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Kota 
di Provinsi Sumatera Barat) menyebutkan Pengetahuan  dewan  tentang  
anggaran berpengaruh  signifikan  positif  terhadap pengawasan  keuangan  
daerah (APBD). Sedangkan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan 
variabel pemoderasi: Akuntabilitas, Transparansi Kebijakan Publik dan 
Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengawasan dewan 
pada keuangan daerah (APBD).  
Penelitian yang dilakukan Pramita dan Andriyani (2010) mengenai 
Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan 
Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD) Studi Empiris pada 
DPRD Se-Karesidenan Kedu. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 
pengetahuan dewan tentang anggaran mempunyai interaksi positif 
terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah begitu juga interaksi 
pengetahuan dewan tentang anggaran dengan menggunakan variabel 














pemoderasi: akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan komitmen organisasi 
berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). 
Sedangkan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan 
transparansi keijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan 
dewan pada keuangan daerah (APBD).  
10. Pengembangan Hipotesis 
Pengetahuan  Dewan  tentang  Anggaran  terhadap Pengawasan  
Dewan  pada Keuangan Daerah (APBD) 
Apabila pengetahuan dewan  tentang  anggaran baik maka 
diharapkan anggota dewan dapat  mendeteksi  adanya pemborosan dan 
kebocoran anggaran. Pengalaman dan pengetahuan dewan yang tinggi 
akan sangat membantu  seseorang dalam memecahkan persoalan yang 
dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil 
rakyat.  
H1: Pengetahuan  dewan tentang  anggaran  berpengaruh  positif  
terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) 
 
Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap hubungan antara Pengetahuan 
Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan 
Daerah (APBD) 
Dengan adanya akuntabilitas hal ini berarti bahwa proses 
penganggaran yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan,penyusunan 
dan pelaksanaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota 
dewan. Akuntabilitas juga memberi syarat bahwa pengambilan keputusan 
berperilaku sesuai dengan amanat yang diterimanya. Dewan sebagai 
anggota legislatif perlu mengerti dan memahami pedoman akuntabilitas 
instansi pemerintah agar dapat menjalankan fungsinya dalam mengawasi 
tahapan penyusunan hingga  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  
daerah  (APBD).  
H2: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap hubungan antara 
pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan 
pada keuangan daerah (APBD). 
 
Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap hubungan antara Pengetahuan 
Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan 
Daerah (APBD) 
Coryanata  (2007) menyebutkan  bahwa  partisipasi masyarakat  
merupakan  kunci  sukses  dari  pelaksanaan  otonomi  daerah karena  
dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Menurut 
Anthony dan Govindarajan (2003) dalam Faisal, dkk (2014) dalam 
penyusunan anggaran partisipasi mempunyai dampak yang positif dengan 
alasan : 1) dalam pengendalian manajer penerimaan anggaran lebih besar 
dari tujuan anggaran dibandingkan dengan adanya apksaan dari luar. 2) 
hasil partisipasi penyusunan anggaran merupakan pertukaran informasi 
10 
 
yang efektif. Besarnya anggaran yang telah disetujui merupakan hasil 
kesepakatan antara ahli dan pembuat anggaran.  
H3: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap hubungan 
antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan 
dewan pada keuangan daerah (APBD). 
 
Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik terhadap hubungan antara 
Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada 
Keuangan Daerah (APBD) 
Prinsip Transparansi memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik 
oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. 
Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani 
dengan baik kinerjanya. Komunikasi publik menuntut usaha yang 
sungguh-sungguh dari pemerintah untuk membuka informasi yang terkait 
dengan aktivitas publik. Untuk memenuhi transparansi dan akuntabilitas 
kepada publik, salah satu alatnya adalah melalui penyajian laporan 
keuangan. Pemberian laporan keuangan  kepada  publik merupakan bentuk 
pertanggungjawaban eksternal. Dilihat dari sisi internal, laporan keuangan 
merupakan alat pengendali dan evaluasi kinerja pemerintah dan unit 
pemerintah daerah. Laporan keuangan hendaknya menunjukkan 
akuntabilitas organisasi sektor publik terhadap pengelolaan keuangan dan 
sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta memberikan  informasi  
yang berguna  untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2003) dalam 
Werimon (2005).  
H4: Tranparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan 
terhadap   hubungan antara pengetahuan Dewan tentang 
anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. 
 
Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap hubungan antara Pengetahuan 
Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan 
Daerah (APBD) 
Komitmen organisasi merupakan suatu hal yang harus diperhatikan 
dalam Pengawasan keuangan yang dilakukan oleh anggota dewan. 
Pengetahuan yang dimiliki oleh anggota dewan merupakan komitmen 
organisasi yang tinggi dalam pelaksanaan pengawasan keuangan daerah 
yang menghasilkan pengawasan dewan terhadap anggaran relatif cepat dan 
tepat (Pramita dan Lilik, 2010). 
H5: Komitmen  organisasi  berpengaruh  positif  terhadap  hubungan 
antara  pengetahuan dewan tentang anggaran dengan 





A. Jenis Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian Asosiatif atau hubungan yang 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. 
Penelitian ini mengambil penelitian pada DPRD Kabupaten Sukoharjo. 
B. Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel  
Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu 
yang memiliki karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo. Sampel merupakan 
sebagian dari populasi yang mempunyai karakteristik dan dianggap dapat 
mewakili populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota 
DPRD Kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 45 orang. Metode yang 
digunakan dalam pengambilan sampel ini menggunakan sampling jenuh. 
Metode sampling jenuh yaitu teknik pengambilan sampel dengan 
menggunakan seluruh anggota dari populasi yang digunakan sebagai 
sampel (Chabib, 2004) dalam (Krisna, 2014). 
C. Data dan Sumber  
Data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan dalam 
pengambilan keputusan (Mudrajat Kuncoro, 2003:24) dalam Fitriyana 
(2014). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer. 
Data primer merupakan salah satu cara teknik pengambilan data secara 
langsung dengan menggunakan kuesioner yang disampaikan secara 
langsung kepada responden. 
D. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data merupakan suatu cara untuk 
mendapatkan informasi yang akan digunakan dalam penelitian 
(Indriantoro dan Supomo, 1999) dalam Assegaf (2012). Metode 
pengumpulan data dari responden dilakukan dengan metode survey, 
metode survey dilakukan melaui pengumpulan data pokok (primer) dari 
suatu sampel dengan menggunakan instrument kuesioner dengan cara 
memberikan daftar pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden. 
E. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 
1. Variabel Dependen 
Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 
menjadi akibat adanya variabel independen dalam penelitian ini variabel 
dependen yaitu Pengawasan Dewan Terhadap Keuangan Daerah. Diukur 
dalam 13 item pertanyaan menggunakan skala Likert,yang dikembangkan 
dari penelitian yang dilakukan oleh Pramita dan Andriyani (2010).  
2. Variabel Independen 
Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau 
menjadi sebab perubahan variabel dependen. Dalam penelitian ini yang 
menjadi Variabel independen adalah Pengetahuan Dewan Tentang 
Anggaran. Diukur dalam 16 item pertanyaan menggunakan skala Likert, 
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yang dikembangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Pramita dan 
Andriyani (2010). 
3. Variabel Moderating 
Variabel moderator merupakan variabel yang mempengaruhi 
(memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen 
dan variabel dependen. Variabel Moderating dalam penelitian ini adalah 
Akuntabilitas publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan 
Publik, Komitmen Organisasi yang masing-masing diukur menggunakan 
skala Likert yang dikembangkan dari penelitian yang dilakukan oleh 
Pramita dan Andriyani (2010). 
F. Metode Analisis Data  
Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi ini 
digunakan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai 
hubungan antara variabel dependen dan independen baik secara simultan 
atau secara parsial.  
Namun sebelum menggunakan analisis regresi linier berganda yaitu 
melakukan uji kualitas data yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Syarat 
mengikuti uji regresi berganda meliputi : uji normalitas, uji 
multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji f, uji t, uji r. 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Pengumpulan Data  
Jumlah kuesioner yang disebarkan peneliti sebanyak 45 buah. Dari jumlah 
tersebut kuesioner yang kembali sebanyak  45 buah, dengan demikian 
tingkat pengembalian sebanyak 100%.  
B. Statitik Deskriptif  
Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi 
suatu data yang dilihat dari mean, standar deviasi, maksimum, dan 








N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
PDKD 45 41.00 65.00 53.9556 7.36687 
PDTA 45 50.00 79.00 68.8000 6.93345 
AK 45 19.00 35.00 28.4889 3.01980 
PM 45 21.00 35.00 26.9111 4.08335 
TKP 45 13.00 25.00 17.4667 3.25856 
KO 45 18.00 30.00 25.0667 3.39384 
      
Sumber: data primer 
 
C. Uji Validitas  
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 
suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika kuisioner tersebut 
mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisioner tersebut 
dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel. 
 
D. Uji Reliabilitas  
Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuisioner yang merupakan 
indikator variabel atau konstrak. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau 
handal jika jawaban seseorang terhadap suatu pertanyaan konsisten atau 
stabil dari waktu ke waktu. Diukur dengan menggunakan cronboach-alpha 





Hasil Uji Reliabilitas 



















Sumber : data diolah 
E. Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk mengukur apakah model regresi 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model 
regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati 
normal. Diukur menggunakan Kolmogrov Smirnov dengan tingkat 
signifikansi lebih dari 5% (Ghozali, 2005:110)  
 
Tabel IV.16 
Hasil Pengujian Normalitas Data 





0,664 0,770 Data terdistribusi 
normal 
Sumber : data diolah 
F. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas digunakan untuk mengukur apakah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). 
Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel dependen 
atau tidak terjadi multikolinearitas. Diukur menggunakan Variance 
Inflation Factor (VIF) dengan nilai dibawah 10 dan Tolerance dengan nilai 
di atas 0,10 (Ghozali, 2005:91). 
Tabel IV.17 
Hasil Estimasi Multikolinieritas  













Tidak ada multikolinieritas 
Tidak ada multikolinieritas 
Tidak ada multikolinieritas 
Tidak ada multikolinieritas 
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PDTA*KO 0,408 2,449 Tidak ada multikolinieritas 
Sumber: data primer diolah  
G. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengukur apakah model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yg 
Homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Diukur 
mengguakan Uji Glejser atau absolut residual dari data-data, dengan nilai 
signifikan diatas dari 5% (Ghozali,2005 :105). 
Tabel IV.18 
















Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Sumber: data primer diolah  
H. Hasil Analisi Regresi Berganda  
Analisis berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen. 
Tabel IV.19 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
 
 B t Sig 
Constant 77,324   
PDTA 0,970 3,227 0,003 
PDTA*AK 0,010 2,163 0,037 
PDTA*PM -0,006 -1,525 0,135 
PDTA*TKP 0,014 3,276 0,002 
PDTA*KO 0,009 2,166 0,036 
 
PDKD = 77,324 + 0,970PDTA + 0,010PDTA*AK – 0,006 PDTA*PM  




I. Hasil Pengujian diatas  
1) Pengaruh Pengetahuan  dewan tentang  anggaran terhadap pengawasan 
dewan pada keuangan daerah (APBD) 
  Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa variabel Pengetahuan 
Dewan Terhadap Anggaran diketahui nilai thitung (3,227) lebih besar 
daripada ttabel (2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,007 < α = 
0,05. Oleh karena itu, H1 diterima, artinya Pengetahuan Dewan Terhadap 
Anggaran mempunyai pengaruh secara signifikan  terhadap Pengawasan 
Dewan pada Keuangan Daerah. 
2) Pengaruh Akuntabilitas terhadap hubungan antara pengetahuan dewan 
tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah 
(APBD). 
 Variabel Pengetahuan Dewan Terhadap Anggaran*Akuntabilitas 
diketahui nilai thitung (2,163) lebih besar daripada ttabel (2,021) atau dapat 
dilihat dari nilai signifikansi 0,037 < α = 0,05. Oleh karena itu, H2 
diterima, artinya Pengetahuan Dewan Terhadap Anggaran*Akuntabilitas 
mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Pengawasan Dewan pada 
Keuangan Daerah. 
3) Pengaruh Partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan 
dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah 
(APBD). 
 Variabel Pengetahuan Dewan Terhadap Anggaran*Partisipasi 
Masyarakat diketahui nilai thitung (-1,525) lebih besar daripada ttabel (2,021) 
atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,135 < α = 0,05. Oleh karena itu, 
H3 ditolak, artinya Pengetahuan Dewan Terhadap Anggaran*Partisipasi 
Masyarakat tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 
Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah. 
4) Pengaruh Tranparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara 
pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada 
keuangan daerah (APBD). 
 Variabel Pengetahuan Dewan Terhadap Anggaran*Transparansi 
Kebijakan Publik diketahui nilai thitung (3,276) lebih besar daripada ttabel 
(2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,002 < α = 0,05. Oleh 
karena itu, H4 diterima, artinya Pengetahuan Dewan Terhadap 
Anggaran*Transparansi Kebijakan Publik mempunyai pengaruh secara 
signifikan terhadap Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah. 
5) Pengaruh Komitmen organisasi terhadap hubungan antara  pengetahuan 
dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah 
(APBD). 
Variabel Pengetahuan Dewan Terhadap Anggaran*Komitmen 
Organisasi diketahui nilai thitung (2,166) lebih besar daripada ttabel (2,021) 
atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,036 < α = 0,05. Oleh karena itu, 
H5 diterima, artinya Pengetahuan Dewan Terhadap Anggaran*Komitmen 
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Organisasi mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Pengawasan 
Dewan pada Keuangan Daerah. 
 
 
  PENUTUP  
A. Kesimpulan  
1. Pengetahuan Dewan Terhadap Anggaran mempunyai pengaruh secara 
signifikan  terhadap Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah.  Hasil 
ini, semakin baik pengetahuan dewan terhadap anggaran maka akan 
semakin baik pula pengawasan dewan pada keuangan daerah. Penelitian 
ini konsisten dengan penelitian Coryanata (2007), Werimon,dkk (2007), 
Juliastuti (2013), Pramita dan Andriyani (2010), dan Kusumawati (2014). 
2. Hubungan Pengetahuan Dewan Terhadap Anggaran dengan Akuntabilitas 
mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Pengawasan Dewan pada 
Keuangan Daerah. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Pramita dan 
Andriyani (2010), dan Coryanata (2007). 
3. Hubungan Pengetahuan Dewan Terhadap Anggaran dengan Partisipasi 
Masyarakat tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 
Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah. Penelitian ini konsisten 
dengan penelitian Werimon, dkk (2007), Juliastuti (2013), Kusumawati 
(2014). 
4. Hubungan Pengetahuan Dewan Terhadap Anggaran dengan Transparansi 
Kebijakan Publik mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 
Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah. Penelitian ini konsisten 
dengan penelitian Coryanata (2007), Faizal, dkk (2014). 
5. Hubungan Pengetahuan Dewan Terhadap Anggaran dengan Komitmen 
Organisasi mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Pengawasan 
Dewan pada Keuangan Daerah. Penelitian ini konsisten dengan penelitian 
Pramita dan Andriyani (2010). 
B. Saran  
a. Bagi peneliti yang akan datang supaya menambahkan atau menjadikan 
variabel moderating akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi 
kebijakan publik, dan komitmen organisasi menjadi variabel indepeden. 
b. Pada peneliti berikutnya supaya dapat memperluas sampel penelitian. 
Karena penelitian ini hanya memfokuskan di DPRD Kabupaten Sukoharjo. 
Sehingga bagi peneliti berikutnya sebaiknya memperluas dan mengambil 
sampel di pemerintahan daerah lain. 
c. Pada penelitian berikutnya instrumen pengumpulan data supaya 
menggunakan teknik wawancara. Diharapkan dapat merespon secara 
langsung jawaban responden sehingga jawaban responden dapat dikontrol 
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